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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 170/ 32 /KEP/DPRD/2010
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

Menimbang . a. bahwa berdasarkan surat Bupati Batang Nomor : 024.2/0965/2010
tanggal 18 Agustus 2010 perihal penyampaian Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan APBD Tahun 2010 dan
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 172 Ayat (3) dan (4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diagendakan
pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai
mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran
2010 sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibahas pada tingkatan
Komisi-Komisi dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan
Hasil Pembahasan Badan Anggaran Tahap Il Nomor
20/DPRD.BA/IX/2010 tanggal 28 September 2010 dan telah disepakati
oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 30 September 2010;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
g tentang Persetujuan Dewan Perwakil
Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Rancangan Peraturgg

Daerah tentang Perubahan Anggaran Penda atan ;
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2010; : dan Belanja Daerah



- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); -

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia =




. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan.Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor. 5104); _
 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E No. 1); -
. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang
n an Anggota DPRD Kabupaten Batang
q h[]n




- Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
diktum PERTAMA sebagai berikut :
Rp. 637.420.654.000,00

1. Pendapatan ..o S
2. Belanja Daerah Rp. 688.913.248.000,00

Defisit ANQQATAN .....cousemsssmsssssssmsssens Rp- (51.492.594.000.90)

Pembiayaan : -
» - 59.455.101.000,00
Penerimaan Pembiayaan Daerah g: 7.962.507.000,00
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Pengeluaran Daerah ...

Surplus Pembiayaan e

» - Persetujuan sebagaimana
Berita Acara Persetuj
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